
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

Mengingat

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi atau
kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan,
pengelolaan aset dan akun-akun dalam laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tabalong perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong;

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAHKABUPATENTABALONG

TENTANG

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 5"2... TAHUN2019

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN
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5. Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

6. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4574):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaban
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5533);

13. Peraturan Pemerintab Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6279);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan KodefikasiBarang Milik Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor2083):

20. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor02 Tabun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor
OIL sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor02);

21. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor05 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS,
Tambahan LembaranDaerah Kabupaten TabalongNomor02);

22. Peraturan Daerah KabupatenTabalongNomor05 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor OS, Tambahan
LembaranDaerah Kabupaten TabalongNomor01);
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DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajibanDaerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUDadalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsiBendahara UmumDaerah.

9. Pejabat PengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaanAPBDdan bertindak sebagai BUD.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan Daerah.

11.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHKABUPATENTABALONG.

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor60);

MEMUTUSKAN:

4



(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAPBerbasis Akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi
akun dan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
pernyataan SAPatas:

Pasa12

BABII
KEBIJAKANAKUNTANSI

13. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

14. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

15. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelcnggara, peralatan, dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah
Kabupaten Tabalong.

16. Kebijakan Akuntasi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pe1aporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

17. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan Iaporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun
antar entitas.

18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaranjpengguna
barang dan BUDwajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

12. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang
mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan
rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun
laporan keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu
masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pemyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
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(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan
wajib rnenyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak
tidaknya terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;

Pasal4

BABIII
PELAPORANKEUANGAN

(1) KebijakanAkuntansi Akun terdiri dari:
a. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
b. Akuntansi Investasi Jangka Pendek;
c. Akuntansi Piutang;
d. Akuntansi Beban Dibayar Dimuka;
e. Akuntansi Persediaan;
f. Akuntansi AsetUntuk Dikonsolidasikan;
g. Akuntansi Investasi Jangka Panjang;
h. Akuntansi Aset Tetap;
1. Akuntansi Dana Cadangan;
J. Akuntansi Aset Lainnya;
k. Akuntansi KewajibanJangka Pendek;
l. Akuntansi KewajibanJangka Panjang;
m. Akuntansi Ekuitas;
n. Akuntansi Pendapatan-LRA;
o. Akuntansi Belanja;
p. Akuntansi Transfer;
q. Akuntansi Pembiayaan;
r. Akuntansi Pendapatan-LO;
s. Akuntansi Beban;
t. Akuntansi Penyesuaian, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak
Dilanjutkan; dan

u. Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement)Neraca.
(2) KebijakanAkuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:

a. Kerangka Konseptual KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah;
b. Penyajian Laporan Keuangan;
c. Laporan Realisasi Anggaran;
d. Laporan Perubahan SAL;
e. Neraca;
f. Laporan Operasional;
g. Laporan Arus Kas;
h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
1. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal3

a. Pemilihanmetode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;dan
b. Pengaturan yang lebih rind atas kebijakan akuntansi dalam SAP

(4) Kebijakan akuntansi laporan keuangan memuat penjelasan atas unsur
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati TabalongNomor
67 Tabun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor67), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80. Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2015 tentang
KebijakanAkuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2016 Nomor80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal6

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(1) Kebijakan Akuntansi Akun dan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Masa Manfaat Aset Tetap, PenggolonganAset Tetap, KodefikasiAset Tetap,
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap dan Penambahan Masa Manfaat
dalam rangka penyusutan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.

Pasal5

b. Laporan Perubahan SAL;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tabunan,
yang setidak-tidaknya terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Operasional;
c. Laporan Perubahan Ekuitas;
d. Neraca; dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah
BUDwajib menyusun laporan keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Operasional;
c. Neraca;
d. Laporan Arus Kas;
e. Laporan Perubaban Ekuitas; dan
f. Catatan atas Laporan Keuangan.

7



BERITADAERAHKABUPATENTABAWNG TAHUN 2019 NOMOR 51i"

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

"ctd
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABAWNG,,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ..to I(N~I'" olo/.!J

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ow ~~ol"5.

BUPATITABAWNG, h
ttd

, ANANG SYAKHFIANI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal7
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BUPATI TABALONG, X
'ctd ..

f ANANG SYAKHFIANI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN-AKUN

LAMPI RAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR ~ TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABAWNG,. 1.
ttd-I ANANG SYAKHFIANI

Penambahan Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Aset Tetap

Tabel. 3

Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Sesuai Dengan
Penggolongan dan Kodefikasi Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 108 Tahun 2016

Tabel. 2

Masa Manfaat Aset Tetap Disesuaikan Dengan
Penggolongan dan Kodefikasi Sesuai Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 108 Tahun 2016

Tabel. 1

LAMPIRAN II
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR 5)' TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSIPEMERINTAHKABUPATENTABALONG
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